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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 

SALINAN 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
 

NOMOR 04 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PAJAK REKLAME 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 
 

Menimbang    : a. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan penyelenggara- 
an reklame pada saat ini, maka diperlukan adanya penyesuaian 
terhadap pajak Reklame yang dipungut di Kota Pasuruan; 

  b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 
Tahun 2009 tentang Pajak Reklame perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a dan huruf b,  perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pajak Reklame. 

 
Mengingat    : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954   

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di  
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor  
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3566) sebagaimana telah   
diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3984); 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997   
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah   
diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999   
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002   
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor  
27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004   
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12  Tahun  2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004   
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007   
tentang Penataan Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor   
4725); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009   
tentang  Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009   
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011   
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara   Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3241); 
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981   
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah   
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58    
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5145); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara   
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif   
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5161); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5179); 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor   
21 Tahun 2010; 

22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang 
Rencana Tata Ruang wilayah Kota Pasuruan Tahun 2002 – 2012 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 09, Seri E ); 

23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor  
02, Seri E); 

24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang 
Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010; 

25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09); 
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26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 10). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN 

 
Dan 

 
WALIKOTA PASURUAN 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan    : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Pasuruan. 
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai 

unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Walikota  adalah Walikota Pasuruan. 
4. Pejabat adalah kepala dinas pendapatan daerah. 
5. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang 

meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat 
Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan. 

6. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk 
dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan 
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas 
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

7. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan 
pengaturan yang meliputi: perencanaan, jenis, perizinan, 
penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame 
dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi, 
indah dan tertib. 

8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
10. Rencana Tata Ruang adalah rencana tata ruang Kota. 
11. Sarana dan prasarana Kota adalah bagian dari ruang wilayah yang 

dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kota yang pemanfaatannya untuk 
kepentingan umum. 

12. Penunjang kelengkapan wilayah adalah keseluruhan ornamen 
sarana dan prasarana wilayah. 

13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya 
yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan 
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ 
atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan 
lori, dan jalan kabel. 
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14. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat 
strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

15 Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang 
paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame 
tersebut berdiri. 

16. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 
umum. 

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), 
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,  
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

18. Bangunan reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame 
berikut komponen struktur. 

19. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan 
reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, 
beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai 
penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan. 

20. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame 
yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis Kain, Selebaran dan 
Melekat yang berupa cap/stempel/porporasi. 

21. Perletakan reklame adalah tempat ruang reklame ditempatkan atau 
diletakkan. 

22. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang 
dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, 
logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame. 

23. Nilai Jual Obyek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ 
pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau 
penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga 
beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ 
ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, 
pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya 
sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, 
diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah 
diizinkan. 

24 Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang 
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut 
berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk 
berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. 

25. Tingkat Strategis Lokasi adalah bobot/nilai yang diberikan atas 
lokasi pemasangan reklame yang didasarkan pada kelas jalan dan 
tingkat keramaian arus lalu lintas/kendaraan yang melintas. 

26. Nilai Strategis Lokasi adalah bobot/nilai yang diberikan atas 
pemasangan reklame yang didasarkan pada tingkat strategis lokasi. 

27. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat 
strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang 
ditetapkan oleh Walikota. 
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28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk  
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk 
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, 
yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati 
oleh umum. 

29. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat 
dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa 
gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan 
menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan 
elektronic display. 

30. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap 
(tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, 
collibrite. Vynil. Alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau 
beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat 
yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau 
dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya 
baik bersinar, disinari maupun yang tidak disinari. 

31. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada 
kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan 
dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ 
didorong / ditarik oleh orang termasuk didalamnya reklame pada 
gerobak / rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 

32. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka 
pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang 
bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk 
didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain 
(rangkaian bendera) tenda, krey, giant banner dan standing banner. 

33. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat 
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, 
dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya 
adalah brosur, leafleat dan reklame dalam undangan. 

34. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk 
lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, 
dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda. 

35. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan 
dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, 
ataupun bahan – bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk 
diproyeksikan dan / atau dipancarkan. 

36. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara 
dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang 
sejenis. 

37. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan atau dengan 
suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat. 

38. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakn dengan 
cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 

39. Reklame Wall Painting adalah reklame yang bersifat tetap (tidak 
dapat dipindahkan) dibuat di bangunan/tembok yang dilukis dengan 
menggunakan cat atau bahan lainnya baik bersinar/tidak bersinar 
maupun diberi penerangan. 

40. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
41. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 

dikenakan Pajak. 
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42. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

43. Masa Pajak adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame yang 
dapat diklasifikasi dalam masa pajak mingguan, bulanan dan 
tahunan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender. 

45. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak yang terutang. 

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 
lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

52. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 

53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 
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54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

55. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib 
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat 
diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpanjakan yang berlaku. 

56. Putusan  Banding  adalah  putusan  badan  peradilan  pajak atas  
banding  terhadap  Surat  Keputusan  Keberatan  yang diajukan 
oleh Wajib Pajak. 

57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

59. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi  
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

60. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan. 
 

BAB II 
PENYEBARAN PERLETAKAN REKLAME 

 
Pasal 2 

 
(1) Penyebaran perletakan reklame di Kota harus memperhatikan etika, 

estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan 
rencana kota. 

(2) Rincian Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota. 

 
Pasal 3 

 
Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron, large elektronic 
display, Bando dan papan/billboard harus memperhatikan rancang 
bangun reklame yang meliputi ukuran(dimensi), konstruksi, dan 
penyajian. 
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BAB III 
KETENTUAN IZIN 

 
Pasal 4 

 
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan 

reklame di kota wajib memperoleh izin dari walikota atau pejabat 
yang ditunjuk.  

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan 
dilengkapi persyaratan administrasi secara lengkap dan benar yang 
ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.  

(3) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada 
penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame, sebagai 
berikut: 
a. melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2); 
b. membayar pajak reklame terutang sebesar 20% (dua puluh 

persen); 
c. melampirkan rekomendasi rancang bangun reklame dari Tim 

Pelayanan Perizinan;  
d. pembangunan/penempatan reklame wajib memenuhi 

ketentuan tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan 
kolektor.  

(4).  Ketentuan tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor 
sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d diatur lebih lanjut 
dengan peraturan walikota. 

 
Pasal 5 

 
(1) Izin pemasangan reklame dapat diajukan perpanjangan apabila 

habis berlakunya dengan mengajukan permohonan kembali sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan. 

(2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. 

 
Pasal 6 

 
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak boleh 
dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas izin walikota atau 
pejabat yang ditunjuk.  
 

Pasal 7 
 

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dibatalkan 
apabila: 
a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah 

Kota; dan atau 
b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut apabila : 
a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, 

konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi 
dengan izin yang telah diterbitkan;  
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b. menurut pertimbangan walikota ternyata pada saat 
penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-
syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, 
ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan 
lingkungan;  

c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam 
keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan 
keselamatan masyarakat;  dan atau. 

d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih 
dahulu dilakukan dengan menerbitkan  surat peringatan sebanyak 3 
(tiga) kali dengan masa tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender. 

 
Pasal 8 

 
(1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) huruf a, maka terhadap penyelenggaraan reklame yang 
terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain dari sisa waktu yang 
belum dimanfaatkan dan biaya pemindahan dibebankan pada 
penyelenggara reklame. 

(2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan 
tidak dapat dimintakan kembali. 

(3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2), maka atas pajak yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan 
kompensasi atau restitusi. 

 
BAB IV 

PENYELENGGARA REKLAME 
 

Pasal 9 
 

(1) Penyelenggara reklame adalah: 
a. pemilik reklame/produk; 
b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame 

(2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 
reklame untuk dan atas namanya sendiri. 

(3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di 
bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan 
atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya. 

(4) Persyaratan sebagai jasa periklanan/biro reklame diatur lebih lanjut 
dengan peraturan walikota. 

 
Pasal 10 

 
(1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam 

bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf 
latin. 

(2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame 
dapat memakai bahasa asing, yang ditulis di bagian bawah Bahasa 
Indonesia, dengan huruf latin yang kecil. 
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(3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau 
merek dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar 
negeri masih tetap dipakai. 

(4) Untuk ketertiban umum, walikota berwenang melarang 
mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf 
latin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

 
Pasal 11 

 
Penyelenggara reklame berkewajiban: 
a. menempelkan penning atau tanda porporasi pada reklame sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Walikota; 
b. mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame dan masa  

berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan 
mudah dan jelas;  

c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk 
reklame agar selalu berada dalam keadaan baik; 

d. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah 
berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dSalam jangka waktu 3 x 
24 jam.; 

e. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan 
reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

  
Pasal 12 

 
(1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang 

bersifat komersial pada : 
a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah/Pemerintah Kota;  
b. gedung dan atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan 

tempat-tempat ibadah. 
c. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan 

walikota; 
(2) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame 

makanan/minuman beralkohol. 
 

BAB V 
PENGENDALIAN, PENGAWASAN  

DAN PENERTIBAN REKLAME 
 

Pasal 13 
 

(1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian 
berdasarkan aspek tata ruang, estetika wilayah dan kelaikan 
konstruksi serta pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi 
kewajiban dalam penyelenggaraan reklame. 

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengendalian 
dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 14 

 
(1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan 

reklame apabila : 
a. tanpa izin ; 
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b. masa izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai 
ketentuan yang berlaku ; 

c. tanpa penning/tanda pelunasan pajak ; 
d. terdapat perubahan nama merk/usaha sehingga tidak sesuai 

dengan izin yang telah diterbitkan ; 
e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah 

ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB) ; 
f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi ; 
g. tidak terawat dengan baik; dan atau 
h. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna 

jalan. 
(2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame 
wajib membongkar dan membersihkan reklame beserta bangunan 
reklame dalam batas waktu 1 X 24 jam. 

(3) Apabila Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota berwenang 
membongkar dan membersihkan reklame beserta bangunannya dan 
penyelenggara reklame tidak diperbolehkan mengajukan izin 
reklame baru. 

 

(4) Bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), keamanannya menjadi tanggung jawab penyelenggara 
reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame paling 
lambat dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal pembongkaran. 

(5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
lebih lanjut dalam peraturan walikota. 

 
BAB VI 

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK 
 

Pasal 15 
 
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajjak atas penyelenggaraan 
reklame. 
 

Pasal 16 
 

(1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 
(2) Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 
b. reklame kain; 
c. reklame melekat, stiker; 
d. reklame selebaran; 
e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. reklame udara; 
g. reklame apung; 
h. reklame suara; 
i. reklame film/slide; 
j. reklame peragaan. 

 

(3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame sebagaimana 
dimaksud pada    ayat (1) adalah : 
a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, 

warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 
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b. label/merek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari 
produk sejenis lainnya; 

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau 
profesi tersebut; 

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi atau Pemerintah Kota yang tidak menggunakan 
sponsor;  

e. reklame yang diselenggarakan oleh badan sosial, pendidikan, 
dan keagamaan yang tidak menggunakan sponsor;  

f. semata-mata memuat nama tempat pendidikan, sarana 
olahraga, dengan ukuran luas tidak melebihi 6 (enam) m2; 

g. diselenggarakan oleh organisasi politik dan atau organisasi 
kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau 
informasi organisasi yang bersangkutan yang tidak 
menggunakan sponsor;  

 
Pasal 17 

 
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 
reklame. 

 
Pasal 18 

 
(1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan reklame. 
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh 

orang pribadi atau badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
badan tersebut. 

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak 
ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak.  

 
BAB VII 

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN  
CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

 
Pasal 19 

 
(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. 
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa 

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan Nilai Kontrak Reklame. 

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi 
penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran   
media reklame. 

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat   
(2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa 
reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor 
sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame dengan rumusan ukuran 
reklame dikalikan nilai strategis pemasangan reklame dikalikan 
nilai jual obyek reklame. 
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(6) Nilai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud  
pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.  

(7) Nilai jual obyek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame 
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 20 

 
Tarip Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). 

 
Pasal 21 

 
Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 20 dengan dasar pengenaan 
pajak sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 19. 
 

BAB VIII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

 
Pasal 22 

 
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota . 
 

BAB IX 
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 

 
Pasal 23 

 
(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 

jangka waktu penyelenggaraan reklame. 
(2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikelompokkan dalam tiga masa : 
a. mingguan ; 
b. bulanan ; dan 
c. tahunan. 

 
Pasal 24 

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame 
atau sejak diterbitkan SKPD. 

 
BAB X 

TATA CARA PEMUNGUTAN 
 

Pasal 25 
 

(1)  Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
(2)  Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPTPD. 
(3) STPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan 

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
kuasanya. 

(4) STPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan 
kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 
berakhirnya masa pajak. 

(5) Berdasarkan STPTD, Walikota menerbitkan SKPD. 
(6) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang 

berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 
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(7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, 
SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota.  

 
    Pasal 26 

 
(1)  Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

walikota dapat menerbitkan: 
a.  SKPDKB dalam hal: 

1)  jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, 
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

2)  jika SPTPD tidak disampaikan kepada walikota dalam 
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis 
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam surat teguran; 

3)  jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak 
yang terutang dihitung secara jabatan.  

b.  SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang. 

c.  SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

(2)  Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(3)  Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(4)  Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan  
jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan. 

(5)  Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang 
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

 
BAB XII 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 
 

Pasal 27 
 

(1)  Walikota  dapat menerbitkan STPD jika: 
a.  pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b.  dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 
c.  Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 



Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame 16

(2)  Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan  
sanksi administratif  berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat 
terutangnya pajak. 

 
BAB XIII 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 
 

Pasal 28 
 

(1)  SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan 
pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(2)  Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada 
wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, 
tempat pembayaran, pengangsuran, dan penundaan pembayaran 
pajak diatur dengan peraturan walikota. 

 
Pasal 29 

 
(1)  Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan 
putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak 
pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. 

(2)  Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

 
BAB XIV 

KEBERATAN DAN BANDING 
 

Pasal 30 
 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota 
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 
a. SKPD; 
b. SKPDKB; 
c. SKPDKBT; 
d.  SKPDLB; 
e.  SKPDN; dan 
f.  Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 
(2)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

disertai alasan-alasan yang jelas. 
(3)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan di luar kekuasaannya. 
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(4)  Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar 
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(5)  Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak 
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6)  Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota 
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan 
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat 
keberatan. 

 
Pasal 31 

 
(1)  Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 

sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan 
atas keberatan yang diajukan. 

(2)  Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak 
yang terutang. 

(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

 
Pasal 32 

 
(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang 
ditetapkan oleh Walikota. 

(2)  Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan 
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan 
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. 

(3)  Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban 
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. 

 
Pasal 33 

 
(1)  Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan 

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2)  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

(3)  Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. 

(4)  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 
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(5)  Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan 
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 

 
BAB XV 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 34 
 

(1)  Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, walikota 
dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

(2)  Walikota dapat: 
a.  mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa 

bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut 
peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
bukan karena kesalahannya; 

b.  mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak 
benar; 

c.  mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d.  membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara 
yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi 
tertentu objek pajak. 

(3)  Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.                            

 
BAB XVI 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
 

Pasal 35 
 

(1)  Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada walikota. 

(2)  Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan 
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan. 
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(4)  Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak 
tersebut. 

(5)  Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(6)  Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
lewat 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran pajak. 

(7)  Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota. 

 
BAB XVII 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 
 

Pasal 36 
 

(1)  Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa 
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah. 

(2)  Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila: 
a.  diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau 
b.  ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung 

maupun tidak langsung. 
(3)  Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung 
sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. 

(4)  Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya 
kepada Pemerintah Kota. 

(5)  Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh wajib pajak. 

 
Pasal 37 

 
(1)  Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus. 
(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang 

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa 

diatur dengan peraturan walikota. 
 



Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame 20

BAB XVIII 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

 
Pasal 38 

 
(1)  Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit  

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

(2)  Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara 
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan walikota. 

 
Pasal 39 

 
(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2)  Wajib pajak yang diperiksa wajib: 
a.  memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang; 

b.  memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c.  memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3)  Tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan peraturan walikota. 

 
BAB XIX 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
 

Pasal 40 
 

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak 
sebesar 5 % (lima persen ) atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk meningkatkan:  
a. kinerja SKPD;  
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;  
c. pelayanan kepada masyarakat 
d. pendapatan daerah; 

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui APBD. 

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.  

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif 
untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya 
yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. 

(6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan 
tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan 
untuk triwulan sebelumnya. 

(7) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota 
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BAB XX 
KETENTUAN KHUSUS 

 
Pasal 41 

 
(1)  Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib 
pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga 
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota untuk membantu 
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

(3)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) adalah: 
a.  Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau 

saksi ahli dalam sidang pengadilan; 
b.  Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh walikota 

untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara 
atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan 
pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. 

(4)  Untuk kepentingan Kota, walikota berwenang memberi izin tertulis 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga 
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan 
keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib 
pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

(5)  Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara 
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum 
acara pidana dan hukum acara perdata, walikota dapat memberi  
izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan 
wajib pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang 
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang 
bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 

 
BAB XXI 

SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 42 
 

(1) Walikota berwenang menerapkan paksaan pemerintahan terhadap 
pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).  

(2) Paksaan yang dilakukan oleh walikota sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) adalah : 
a. peringatan secara lisan; 
b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang 

waktu 7 hari kalender; dan 
c. pencabutan surat izin. 

(3) Bentuk pencabutan surat izin diatur lebih lanjut dengan peraturan 
walikota.  
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BAB XXII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal 43 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah 

Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara 
Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan 
Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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BAB XXIII 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 44 

 
(1)  Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD 

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2)  Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD 
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

 
Pasal 45 

 
(1)  Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota yang karena 

kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). 

(2)  Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota yang dengan 
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang 
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3)  Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar. 

(4)  Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi 
seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan 
tindak pidana pengaduan. 

 
Pasal 46 

 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) dan 
ayat (2) merupakan penerimaan negara. 

 
BAB XXIV 

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 47 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota. 
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Pasal 48 
 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah 
Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame  
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009, Nomor 07 ) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 49 
 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan. 
 
 
 
 

Ditetapkan di   : Pasuruan 
pada tanggal  : 30 April 2011 

 
WALIKOTA PASURUAN 

 
Ttd, 

 
H A S A N I 

 
 

Diundangkan di  : Pasuruan 
pada tanggal  : 20 Desember 2011 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN 
 

Ttd, 
 

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19600528 198403 1 005 
 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,  
NOMOR 26 

 
 
 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
Ttd, 

 
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK 

Pembina 
NIP. 19570324 198503 2 002 
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PENJELASAN ATAS 
 

PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
 

NOMOR  04 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PAJAK REKLAME 
 
 

I.   UMUM 
 

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Oleh karena itu diperlukan 
adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik 
berupa penyesuaian tarif maupun ketentuan regulasi yang mengatur tata cara pengelolaan 
Pendapatan Asli Daerah.  

 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut Undang-Undang   
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah    
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maka Peraturan Daerah 
Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame perlu diganti. 

 
 
II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan 
untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian    
dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan 
Daerah ini. 

Pasal 2 : Cukup jelas 
Pasal 3 : Cukup jelas 
Pasal 4 : Cukup jelas 
Pasal 5 : Cukup jelas 
Pasal 6 : Cukup jelas 
Pasal 7 : Cukup jelas 
Pasal 8 : Cukup jelas 
Pasal 9 : Cukup jelas 
Pasal 10 : Cukup jelas 
Pasal 11 : Cukup jelas 
Pasal 12 : Cukup jelas 
Pasal 13 : Cukup jelas 
Pasal 14 : Cukup jelas 
Pasal 15 : Cukup jelas 
Pasal 16 : Cukup jelas 
Pasal 17 : Cukup jelas 
Pasal 18 : Cukup jelas 
Pasal 19 : Cukup jelas 
Pasal 20 : Cukup jelas 
Pasal 21 : Cukup jelas 
Pasal 22 : Cukup jelas 
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Pasal 23 : Cukup jelas 
Pasal 24 : Cukup jelas 
Pasal 25 : Cukup jelas 
Pasal 26 : Cukup jelas 
Pasal 27 : Cukup jelas 
Pasal 28 : Cukup jelas 
Pasal 29 : Cukup jelas 
Pasal 30 : Cukup jelas 
Pasal 31 : Cukup jelas 
Pasal 32 : Cukup jelas 
Pasal 33 : Cukup jelas 
Pasal 34 : Cukup jelas 
Pasal 35 : Cukup jelas 
Pasal 36 :  Cukup jelas 
Pasal 37 :  Cukup jelas 
Pasal 38 :  Cukup jelas 
Pasal 39 :  Cukup jelas 
Pasal 40 :  Cukup jelas 
Pasal 41 :  Cukup jelas 
Pasal 42 :  Cukup jelas 
Pasal 43 :  Cukup jelas 
Pasal 44 :  Cukup jelas 
Pasal 45 :  Cukup jelas 
Pasal 46 :  Cukup jelas 
Pasal 47 :  Cukup jelas 
Pasal 48 :  Cukup jelas 
Pasal 49 :  Cukup jelas 
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LAMPIRAN I   :  PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
NOMOR : 04 TAHUN 2011 
TANGGAL   : 30 April 2011 
 

 
NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME 

. 

 

NO. 
 

L O K A S I 

 

TINGKAT 
STRATEGIS 

 

NILAI 
STRATEGIS 

 

1 2 3 4 
 

1. 
 

Area I 
( Lokasi di Perempatan ) 

 

  

1. Apotik Pasuruan (Jalan Veteran-Kusumabangsa- 
Balaikota-Pahlawan 

  

2. Gereja Antonius (Jalan Balaikota-Pelabuhan-
Soekarno Hatta) 

  

3. SMA Negeri I (Jalan Hasanudin-Pasar Ikan-
Soekarno Hatta) 

  

4. Pasar Kebonagung (Jalan Panglima Sudirman-
KH. A. Dahlan-Untung Suropati-Urip Sumoharjo) 

I 3 

5. Kumala (Jalan KH. Wachid Hasyim-Soekarno 
Hatta-Sulawesi) 

  

6. Penjara (Jalan Panglima Sudirman- KH. Wachid 
Hasyim-Gajah Mada-Hayam Wuruk) 

  

7. Rumah Sakit Daerah (Jalan Untung Suropati-Setia 
Budi-Dr. Wahidin S. Husodo-Ki Hajar 
Dewantoro) 

  

8. Krampyangan (Jalan Patiunus-Setia Budi-KH. 
Hasyim Asyari) 
 

  

 

2. 
 

Area II 
( Lokasi di Pertigaan ) 

 

  

1. Slagah (Jalan Dr. Wahidin S. Husodo-Pahlawan-
Slagah) 

  

2. Sangar (Jalan Gajah Mada-Hasanudin-Airlangga)   

3. PDAM (Jalan Panglima Sudirman-Airlangga)   
4. Krampyangan (Jalan Patiunus-Sultan Agung) II 2,5 

5. Apotik Wahidin (Jalan Dr. Wahidin S. Husodo-
Sultan Agung) 

  

6. Kantor Dinas Pendidikan Kota Pasuruan (Jalan 
Dr. Wahidin S. Husodo-Sunan Ampel) 

  

7. Terminal Blandongan (Jalan Ir. H. Juanda-HOS 
Cokroaminoto) 

  

8. Pasar Kraton (Jalan Ahmad Yani-Gatot Subroto)   
 

3. 
 
 
 
 
 
 

 

Area  III 
 

  

1. Jalan Niaga   

2. Jalan-jalan di Depan Pasar Daerah   

3. Jalan Ahmad Yani   

4. Jalan Soekarno Hatta   
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1 2 3 4 

 5. Jalan Balaikota   

6. Jalan Veteran   

7. Jalan Ir. H. Juanda   

8. Jalan Pahlawan   

9. Jalan Untung Suropati   

10. Jalan Panglima Sudirman III 2 

11. Jalan KH. Wachid Hasyim   

12. Jalan Slagah   

13. Jalan Hayam Wuruk   

14. Jalan Sulawesi   

15. Jalan Stasiun   

16. Jalan KH. Ahmad Dahlan   

17. Jalan Wahidin Sudiro Husodo   

18. Jalan Setia Budi   

19. Simpang Empat atau Simpang Tiga yang tidak 
termasuk dalam criteria sebagaimana dimaksud 
dalam Area I dan II 

  

 

4. 
 

Area  IV 
 

  

1. Jalan Urip Sumoharjo   

2. Jalan Gatot Subroto   

3. Jalan Gajah Mada   

4. Jalan Hasanudin   

5. Jalan Letjen Suprapto IV 1,5 

6. Jalan WR. Supratman   

7. Jalan Kusuma Bangsa   

8. Jalan Kartini   

9. Jalan Diponegoro   

10. Kompleks BCA   

11. Kompleks Pelabuhan   
 

5. 
 

Area V 
 

Pemasangan Reklame di seluruh jalan–jalan Kota 
Pasuruan yang tidak termasuk dalam kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam Area I sampai dengan 
IV 
 

 
 
 

V 

 
 
 
1 

 
 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
Ttd, 

 
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK 

Pembina 
NIP. 19570324 198503 2 002 

 
 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 

H A S A N I 
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LAMPIRAN II :  PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
NOMOR : 04 TAHUN 2011 
TANGGAL   : 30 April 2011 

 
 NILAI JUAL OBYEK REKLAME 

 

NO JENIS REKLAME LAMA PEMASANGAN 
NILAI JUAL OBYEK 

REKLAME 
1 2 3 4 
 

I 
 

REKLAME TETAP 
  

1. Reklame Megatron 1 (satu) tahun Rp.   400.000,- / M2 /sisi 
2. Reklame Papan / Billboard 1 (satu) tahun  

 a. Tiang dengan penerangan  Rp.   350.000,- / M2 /sisi 

 b. Tiang tanpa penerangan  Rp.   325.000,- / M2 /sisi 

 c. Menempel dengan Penerangan  Rp.   300.000,- / M2 /sisi 

 d. Menempel tanpa Penerangan  Rp.   275.000,- / M2 /sisi 

3 Papan Nama Toko / Usaha 1 (satu) tahun Rp.   250.000,- / M2 /sisi 

4. Reklame berjalan / kendaraan 1 (satu) tahun Rp.   100.000,- / M2 / sisi 

5. Reklame Wall Painting 1 (satu) tahun  

 a. dengan penerangan  Rp.    250.000,- / M2 

 b. tanpa penerangan 
 

 Rp.    225.000,- / M2 

 
 

II 
 

REKLAME INSIDENTIL 
 

  

 1. Baliho a.  mingguan Rp.      75.000,- / M2 
   b.  bulanan Rp.    175.000,- / M2 
 2. a.  Kain/Spanduk/Umbul-umbul a.  mingguan Rp.      25.000,- / M2 
   b.  bulanan Rp.      40.000,- / M2 
  b.  Vinil bulanan Rp.      25.000,- / M2 
 3. Selebaran / Brosur / Leafleat smp dengan 100 lembar Rp.        1.000,- / lb 
 4. Stiker/Melekat smp dengan 100 lembar Rp.        1.000,- / lb 
 5. Film / Slide a.  bulanan Rp.    250.000,- 
   b.  mingguan Rp.    150.000,- 
   c.  harian Rp.    100.000,- 
 6. Reklame Udara  bulanan Rp. 1.250.000,-/ buah 
 7. Reklame Suara harian Rp.      75.000,- 
 8. Peragaan di luar ruangan smp dengan 4 jam Rp.    375.000,- 
 9. Peragaan di dalam ruangan smp dengan 4 jam Rp.    300.000,- 
 10.  Reklame Apung  bulanan  Rp.    150.000,-/buah 

 
 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
Ttd, 

 
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK 

Pembina 
NIP. 19570324 198503 2 002 

 
 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 

H A S A N I 
 

 


